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KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS'
NOMOR 9 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

a.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :
PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan
Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;

Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud
pada pertimbangan huruf a, perlu di atur dan ditetapkan dengan
Surat Keputusan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a
dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala
Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan
Anambas.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:
PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan
Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 517);

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun
2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) (Lembaran  Daerah  Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor 51, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan
Anambas Nomor 52);

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten
Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53) sebagaimana
yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan
Anambas Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran
Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 87, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 88);

Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 59 Tahun
2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Dan Lingkungan Hidup (Berita
Daerah Kabupaten kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 630).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan dan
Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran
2026;

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan dan Lingkungan
Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026
tersebut kemudian akan menjadi acuan Kinerja Dinas Perhubungan
dan Lingkungan Hidup untuk menetapkan rencana kinerja tahunan,
menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen
penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta
melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen
Rencana Strategis Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup
Kabupaten Kepulauan Anambas;




KETIGA

KEEMPAT

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja
Strategis Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas;

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tarempa
Pada Tanggal 28 Januari 2026
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